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Cegah Karhutla Di Lahan Gambut

DPR: Benahi Tata Kelola Alr

Senayan meminta Pemerintah memperketat
pengawasan terhadap lebih dari 400 perusahaan
pemegang konsesi yang dilibatkan dalam
pembenahan tata kelola air gambut.

ANGGOTA Komisi XII DER
Cek Endramenyarankan Kemen
terian Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan Hi
dup (KLH/BPLH) mengevaluasi
perusahaan pengelolaan tata
air gambut. Langkah terse
but penting untuk memastikan
kepatuhan perusahaan terhadap
kewajiban perlindungan ling
kungan sekalipus memperkuat
pencegahan kebakaran hutan
dan lahan (karbutla).

Namun, Endra mengingatkan,
pengawasan tidak boleh ber
henti pada pemberian arahan dan
pemenuban kewajiban adminis
tratif. Pemerintah perlu memasti
kan perusahaan menjaga kondisi
hidrologis gambut, memelihara
infrastruktur pengendalian keba
karan, serta melakukan peman
tauan secara berkala,

"Yang terpenting adalah me
mastikan perusahaan benar-benar
menjalankan kewajibannya. Pe
ngawasan mesti berorientasi pada
hasil nyata di lapangan. bukan
sekadar laporan administratif,"
tandas Endra di Jakarta. Selasa
(1¥11/2026)

Sebelumnya, KLH/BPLH me

nyatakan akan memperkuat upaya
pencegahan karhutla melalui
pengelolaan tata air dan pem
hasahan kembali Jahan gambut,
Dalam pragram ini, Pemerintah
menggandeng lebih dari 400 pe
rusahaan pemegang konsesi untuk
menerapkan langkah mitigasi
secara ketatuntuk mencegah mun
culnya titik api di wilayah kerja
masing-masing.

Endra melanjutkan, KLH/
BPLH mencatat pembangunan
34.989 unit sekat kanal pada
areal gambut seluas sekitar 4,15
juta hektare vang dikelola 314
perusahaan. Sementara itu, sekitar
17.394 unit sekat kanal tambahan
masih dibutuhkan. ‘Data tersebul
menunjukkan perlunya percepatan
pemenuhan infrastruktur seka
ligus evaluasi terhadap efektivitas
pengelnlaan tata air gambut," kata
politisi Golkar ini.

Dia menegaskan, pembangun
an sekat kanal perlu dipastikan
benar-henar berfungsi menjaga
kondisi gambut agar tidak mu
dah terbakar. Jangan menunggu
kebakaran terjadi baru dilakukan
penanganan. Karena dampak
karhutla bukan hanya kerusakan
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lingkungan, tetapi juga mengan
cam kesehatan masyarakat dan
mengganpgu aklivitas ekonomi.
Endra menekankan. perusa
haan permegang konsesi memiliki
tangpung jawab untuk mencepah
kerusakan lingkungan di wilayah
kegiatan usahanya. Karena itu,
pengaveasan perlu dilakukan ber
hasis risiko dengan memprioritas
kan kawasan rawan kehakaran.
Termasuk memastikan kondisi
tata air gambut, kesiapan sarana
pencegahan, serta pelaksanaan ke
wajiban pengelolaan lingkungan.
Selain itu, fa mendorong KLH/
BPLH menyampaikan perkem
bangan kepatuhan perusahaan
secara herkala, termasuk hasil

pemeriksaan lapangan, efekti

vitas infrastruktur pencegahan
karhutla, dan tindak lanjut ter

hadap perusahaan yang belum
memenuhi kewajibannya, Keter
bukaan informasi tersebut penting
agar pengawasan dapat dilakukan
secara terukur dan publik menge

tahui perkembangan pembenahan
tata kelola pambut.

Komisi XIIDPR, kata Endra,
akan terus menjalankan fungsi
pengawasan terhadap kepatuhan
perusahaan dan efekiivitas pen
cegahan karhutla. "Kami juga
meminta KLH/BPLH mengambil
tindakan sesuai ketentuan hukum
terhadap setiap pelanggaran yang
terfuikti. dan memastikan kegiatan
usaha berjalan seiring dengan
tanggung jawab perlindungan
linghungan," tandas legislatar asal
Jambi ini.

Sementara itu, Menteri Ling
kungan Hidup/Kepala BPLH
Jumhur Hidayat mengatakan,
menjaga kelembapan lahan gam
but menjadi kunei utama pence
pahan karbutla. Karena iy, selu
rub perusahaan pemegang izin
usaha diwajibkan menerapkan
langkah teknis penpelolaan air
secara ketat di wilayah konsesi
masing-masing,

"Kita ingin memastikan di
wilayah konsesi mereka tidak
boleh ada titik-titik api yang
berpotensi menjadi kebakaran.

Dan mitigast itu harus dilakukan
dengan berbagai cara, khususnya
melalui skenario pembasahan di
lahan gambut, " kata Jumhur dalam
keterangannya, Senin (911/2026)

KLH/BPLH, sebut Jumhur,
telah menetapkan empat arahan
aperasional kepada perusahaan.
Yakni pertama, mencadangkan
dan menghemat air untuk menja
aa tinggi muka air tanah melalui
pembangunan sekat kanal, pintu
air, embung, serla penyediaan ti
tik pompa dan akses sumber air.

Kedua, memperkuat infrastruk
tur pembasahan kembali di ka
wasan penyangga. Ketiga, me
ningkatkan kesiapsiagaan danrat
melalui koordinasi pemerintah,
swasta, dan masyarakat dengan
pendekalan pentahelix. Keempat,
memastikan seluruh langkah
mitigasi terdokumentasi secara
terukur dan dapat diaudit secara
berkala.

Sebagai informasi, berdasar
kan data KLH/BPLH, pada areal
gambut seluas sekitar 4,15 juta
hekare yang dikelola 314 peru
sahaan telah dibangun 34.989
unit sekat kanal. Sementara itu,
di kawasan masyarakat. kawasan
hutan, dan wilayah penyangga
terdapat 8.857 unit sekat kanal.
Pemerintah masth membutuhkan
tambahan sekitar 17.394 unit
untuk mengoptimalkan fungsi
hidrologi gambut. = TIF
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